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Bahas Revisi UU Pemerintah Aceh

JK: Bukan Masalah Syariah,
Tapi Ketimpangan Ekonomi

Wakil Presiden ke:10 dan 12, Muhammad Jusuf Kalla
(JK) menghadiri rapat tentang revisi Undang-Undang
(UU) Pemerintahan Aceh di Badan Legislasi (Baleg)
DPR, Kamis (11/9,/2025). Dia menilai, perscalan
utama di Tanah Rencong bukan masalah syariah,

tapi ketidakadilan ekonomi.

“Di Aveh, apa masalahnya?

Acvh sangat knya SDA (Sumiber

Daya Alam). Tapi, apa

puroleh masyarakal Avel Gdak

besar dibandinghan kekayaan
W

konilik ney i i€
Mantan Keta Umum Partai
Golkar itu jupa bivara blak-bla-
kansval penyebah Provins Aceh
miasih ertinggal, jika dibanding-
kan davrah lainnya. Padahal.
taht telab memberikan
Aceh kewenangan khusus mela-
lui UL Nemor 11 Tabun 2006
tentang Pemerintah Acch.

JK juga menpungkil dana
Comsmni Ehnsus (Otsus) sebesar
Ry 100 triliun per tabun, yang
telah digelontorkan Pemerintah
Pusat sejak tahun 2008, Dia
menilai, dana tersehut cukup
busar, Lapi Aceh masih tertinggal
dibanding dacrah lain,

“Avehmaju dalam hal peruba-
hannya. Tapi, dalam pecban-
dingan provinsi, selabu discbul
sebagai dacrab teemiskin di
Sumatera. Sebenarnya {Aceh)
suckih maju,”

TE berpandangan, melihal
kemajuan Aceh harus dibedas-
ki antara keniajuan yang telah

diraib dengan dagrab pemban-
dingnya. Mamun begity, dia
menganind, Aceh masih men-
butuhkan banyak bantuan dan
pengelalaan pemerintahan vang
yang baik.

“Jadi yang penting di Aceh it
pengelolaan dari Pemeritahan.
Contohnya, Pak Gulwernur Aceh
yang pertama, masuk ke KPK
Artinya. ada sesuatu yang perlu
diperbaiki, termasuk di seluruh
[ndunesia,” lanjutnvi

Fetua Umnum Palang Merah
[ncenesia (PMI] il menambab-
Kan, pibuaknya lidak memperma-
salahkan jika Baleg DPR ingin
merevisi UU Pemerintaban
Aveh. Mamun, revisi itu lidak
boleh bertentangan dengan Per-
janjian Elelsinki, atau per
antara Pemerintah Indonesia
dengan Pimpinan Gerakan Acch
Muerdeka (GAM].

“Boleh ditambal api tidak
boleh dikurangi. Ditambab pun
tidak bolel bertentangan dengan
(Penunjian Helsinki)," terasnya,

Adurin itu, sarmbur g2 JK, harus
menjaili pepangan bersama saat
mermbahas revisi UL Pemerin-

tahan Aceh. Dia tdak ingin re-

ketidakpercaya:

Aceh kepada Permerintah.

Dia menambahkan, U Pee
mvriniaban Aceh elah membert
kewenangan cukup luas, Salab
salunyi, soak eksistensi partai
lokal. Kewenangan khusus i,
membual Aceh berbeda dengan
aerab istimewa lainmya, seperli

Jakarta atau Papua.

“Papua pun bisa (membual
partai likall . walaw dia tidak e
resen gathan pasal i, Dukirinnya
kan tlarab Csus jupa. Jakarta

Juga daeraly islimewa, Lapi Li-

ke memanlaatkan aturan i,
Hanya Aceh memanlaatkan

lanjut, JK mengakui.
lickak sz pasal-pasal dalam
utomsm khusus Aceh betul-betl
tapal dilaksanakan. Sebab,_ala

Juga pasal yang temyata tidak

bisar dijalankan. Cuntobinya, sual

Ay
Jusuf Kalla

aturan bunps perlankan.

Memurat dia, di UL Peme-

rintahan-Aceh ada pasal-yang
menyalakan, Pemerintah Aceh
boleh menentukan bunga per-
bankean. Tapi, aturan ilu sulit
diluksanakan. Sehab. saal Pe-
murintah Acel memuluskan
memberlakukan lunga rendah,
orang-orang, Aceh berpotensi
mendeposilokan vang mereka
di Medan.
“Silabkan kalaw ada bunga
khusus untuk Aceh, tapi lidak
dilaksumakan, Jadi, tidak sema
undang-undang ini dilaksana-
k" imbuhnva,

Selain ilu. sambung [K, pe-
ngelalaan bandara. Amana UU
dhalearm byaal it vickak bisa dilaksan-
akan Pemerinah Aceh, karvma
pengrlolaan bandara barws dila-
hukan secara nasional.

“Pengelolaan bandara berhu-
bumgan dengan dacrab lain. dan
mernlutuhkan biaya yvang sangat
besar” ucapnya.

Sebaly ilu, JK berpandangan,
DPR bersara Pemerintab perlu
melakukan evaluasi atas U
terselut. Dia juga menegaskan,
kescjahieraan masyarakat Aceh
haros menjadi Tandasan dalam
revisi UL rersebul.

“Masalah di Aceh ilu karena
ketidakadilan chonomi. Banyak
orang katakan masalab syariah,
litlaks, Intinya, bagaimeng perda-
ot lu kila lakukan dan -
ciptakur keadilan masyardka,”
crlusnys.

Sebapai informasi, Revisi
UL Nomwor 11 Tabu 2006 ten-
lang Pererintahan Aceh masuk
dalam Program L Na-
sivnal [Prolepnas) Prioritas 2025
yang divsulkan DPR dan DPT.
Belerapa usul puin perubabin-
nya, i anlaranya penegasan
kewenangan Acel agar lidak
tumpany tindih dengan pusat,
dlan sistem pajak dacrah,

Ketua Balep DER Bob Hasan
mernperkirakan, pembahasan
RUL Pemerintahan Aceh akan
berlanpsung cepat. Sebab, RUU
terselt beesifat meropakan ku-
rulatil terbuka.

“dnsva Allah tahun ing {sele-
sai). Namti kit tinggal libat di
naskah akademik, dan peruba-
han-perubahian vang khususnya
apa safa. Kalau pasal-pasalnya
itk terlalu banyak. tidak wrlaly
panjang,” kata Bob. 8 kAL
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